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S PPh Pasal 23
Tahun Paj ak : 2007
Pokok Sengketa :  bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Obyek Pajak

Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar
Rp166.827.141,00;

Menurut . bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon banding permintaan penjelasan dan atau

Terbanding pembuktian Nomor : S-2037/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 17 November 2009, permintaan
penjelasan dan atau pembuktian (permintaan kedua) Nomor: S-2213/WPJ.22/BD.06/2009
tanggal 21 Desember 2009 dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan
ketiga) Nomor: S-147/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 21 Januari 2010 namun Pemohon
Banding sama sekali tidak memberikan penjelasan dan atau menyampaikan/memberikan
bukti pendukung kepada Terbanding yang dapat mendukung keberatan Pemohon Banding
maka kemudian Terbanding membuat Berita Acara tidak memberikan penjelasan dan atau
pembuktian Nomor : BA-42A/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 185 Februari 2010;

Menurut Pemohon :  bahwa yang disebutkan sebagai jasa manajemen sebesar Rp. 166.827.141,00 sebenarnya

Banding adalah merupakan pengeluaran untuk gaji/upah kepada pihak Manajemen/Direksi dari
perusahaan yang telah Pemohon Banding kenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, jadi dengan
lain kata pengeluaran tersebut bukanlah merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 23;

Menurut Majelis :  bahwa perbandingan perhitungan Jasa Manajemen menurut Pemohon Banding dan
Terbanding adalah sebagai berikut :

Jasa Manajemen menurut Pemohon Banding Rp 223.358.952,00
Jasa Manajemen menurut Terbanding Rp 390.186.093.00
Koreksi Positif Rp 166.827.141,00

bahwa koreksi Jasa Manajemen oleh Terbanding sebesar Rp 166.827.141,00 berdasarkan
equalisasi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen dengan pembebanan
biaya adalah sebagai berikut:

Uraian REF Objek Pajak SPT |Nilai Biaya Selisih
(Rp) (Rp) (Rp)
Audit Akuntan B 3-2-17 33.997.800,00
Konsultan Pemasaran|B 3-2-19 217.476.818,00
Konsultan B-3-2-22 138.711.475,00
Manajemen
223.358.952,00 |390.186.093,00(166.827.141,00

bahwa menurut Terbanding pada saat pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak
memberikan penjelasan dan/atau menyampaikan/memberikan bukti pendukung sehingga
berdasarkan Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor
6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 dilakukan penetapan secara jabatan
oleh Terbanding;
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bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengankorekSi Terbanding dan berpendapat bahwa

putusan ﬂ&m}ﬁh eEHS On{grupakan gaji/upah kepada pihak Manajemen/Direksi dari
perusahaan yang telah Pemohon Banding kenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, jadi dengan
lain kata pengeluaran tersebut bukanlah merupakan objek pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 23;

bahwa setelah meneliti bukti berupa Daftar Rincian Objek PPh Pasal 23 berupa Jasa
Manajemen, Bukti Potong PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Tahunan PPh
Pasal 21 yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding
menyatakan tidak dapat meyakini kebenaran alasan Pemohon Banding bahwa atas selisih
objek PPh Pasal 23 berupa Jasa Manejemen merupakan objek PPh Pasal 21 atas
pembayaran gaji/upah kepada Direksi/Pihak Manajemen karena semua data telah diakui
oleh Terbanding dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti lain yang
menunjukkan bahwa selisih/koreksi tersebut merupakan pembayaran kepada Direksi;
bahwa menurut Terbanding memperhatikan data dan fakta yang ada tentang pemberian
gaji/upah kepada Direksi bukan merupakan Biaya Konsultan Manajemen sehingga
Terbanding meyakini bahwa memang terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan
oleh Pemohon Banding, adapun jumlah atas pembayaran kepada Direksi sebesar Rp
124.135.122,00 berbeda dengan jumlah biaya konsultan manajemen sebesar Rp
138.711.475,00;

bahwa menurut Terbanding dalam persidangan Pemohon Banding juga memberikan
keterangan bahwa terdapat biaya-biaya berkaitan dengan audit/konsultan yang merupakan
“out of pocket expense” yang tidak dipotong PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding berpendapat koreksi Terbanding
telah benar secara formal maupun material sehingga mengusulkan kepada Majelis untuk
mempertahankan koreksi Terbanding;

bahwa menanggapi pendapat Terbanding setelah meneliti bukti yang disampaikan
Pemohon Banding di dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan selisih sebesar
166.827.440,00 terdiri dari objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 42.692.318,00 dan objek PPh
Pasal 21 sebesar Rp 124.135.122,00 yang telah dipotong dan disetor Pajak Penghasilan-
nya serta dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Tahunan PPh Pasal 21;

bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon
Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa menurut penelitian Majelis terhadap objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 42.692.318,00
yang menurut Pemohon Banding telah dipotong dan disetor Pajak Penghasilan-nya,
Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23
yang disampaikan oleh Pemohon Banding telah diperhitungkan Terbanding sedangkan
untuk pengeluaran yang diberi penjelasan Pemohon Banding sebagai “out of pocket
expense” dalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa pengeluaran untuk
konsultan pemasaran tidak dipotong PPh Pasal 23;
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bahwa menurut penelitian Majelis tidak terdapat Tukup bukti yang disampaikan oleh

PUtUSﬂ”iﬁ%‘BhS‘ﬁ“%&ﬂSfﬁggnﬂl&lﬁ mendukung alasan Pemohon Banding pembayaran kepada
Direksi sebesar Rp 124.135.122,00 yang telah dipotong, disetor dan dilaporkan Pajak
Penghasilan-nya pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 karena Pemohon Banding tidak
menyampaikan bukti-bukti terkait pembukuan dan bukti pengeluaran kas/bank serta bukti
terkait lainnya untuk Jasa Manajemen sehingga Majelis tidak dapat meneliti lebih lanjut
sengketa ini;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tidak
terdapat cukup bukti bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Jasa Manajemen
telah dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilannya oleh Pemohon Banding, dengan
demikian Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan
mempertahankan koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Jasa
Manajemen sebesar Rp.166.827.141,00;

Menimbang . bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang :  bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang :  bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,

kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
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Uraian

Pemohon
Banding (Rp)

Terbanding
(Rp)

Majelis (Rp)

Koreksi

(Rp;

Dgsar Pengenaan Pajak

363.485.064,
00

530.312.205,0
0

530.312.205,0
0

0,00

PPh Pasal 23 yang terutang

15.926.260,0
0

23.434.126,00

23.434.126,00

0,00

Kredit Pajak

15.926.260,0
0

15.926.260,00

15.926.260,00

0,00

Pajak yang tidak/kurang dibayar

0,00

7.507.866,00

7.507.866,00

0,00

Sanksi Administrasi:

Bupga Pasal 13 (2) KUP

0,00

2.252.360,00

2.252.360,00

0,00

Jumlah PPh Pasal 23 yang masih
harus dibayar

0,00

9.760.226,00

9.760.226,00

0,00
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Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan|Rp 530.312.205,00
Pajak
PPh Pasal 23 yang terutang Rp 23.434.126,00
Kredit Pajak Rp 15.926.260,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 7.507.866,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP  |Rp 2.252.360,00

Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus Rp 9.760.226,00
dibayar
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Dir;@ktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putug@an.mahkamahagung.go.id
ak
di
ha
dir

Te
rb
an
di
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



